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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat  
dilihat pada tabel berikut:  
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak  
dilambangkan 
tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam L El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha h Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̕ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah A A 
 ِا Kasrah I I 
 ُا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah dan yā’ 
 
Ai 
 
a dan i 
 
 ْ4َ5 
 
fatḥah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
 َى... | َا... 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
Ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ I i dan garis di atas 
 
ḍammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 
harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika huruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
 لا(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). Contoh:  
WamāMuḥammadunillārasūl  
Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażī bi Bakkatamubārakan  
SyahruRamaḍān al-lażīunzilafīh al-Qur’ān  
xv 
 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī  
AbūNaṣr al-Farābī  
Al-Gazālī  
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
  Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd  
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn)  
  Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr  
Ḥāmid Abū)  
B.  Daftar Singkatan  
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  
swt.           =     subḥānahūwata‘ālā  
saw.            =    ṣallallāhu ‘alaihi wasallam  
a.s.           =   ‘alaihi al-salām  
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H           =    Hijrah  
M            =    Masehi  
SM           =    Sebelum Masehi  
l.            =    Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w.                 =   Wafat tahun  
QS …/…: 4  =  QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān//3: 4  
H                   =  Hadis riwayat 
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ABSTRAK 
Nama   :  Nuredah 
NIM  :  10400114165 
Judul  : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN 
PENGANCAMAN  (Studi Kasus Putusan Nomor 
39/Pid.b/PN.Tka).  
  
Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Permasalahan ini dibagi menjadi 
dua sub pembahasan yaitu  pertama bagaimanakah penerapan pidana materil terhadap 
tindak pidana pemerasan dan pengancaman (Studi Kasus Putusan Nomor 
39/Pid.b/PN.Tka), kedua, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam 
penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dan jenis pendekatan 
yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari Kantor 
Pengadilan Negeri Takalar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi dan melihat dokumen-dokumen, serta literatur-literatur dan referensi yang 
berkaitan. Tehnik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui: 
pengorganisasian data, proses data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya penerapan sanksi yang 
dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pelaku tindak pidana pemerasan dan 
pengancaman yakni: dengan tegas memberlakukan hukum positif yang ada. Untuk 
penegakan hukum positif yang subyektif mungkin dibutuhkan perangkat atau 
penegak hukum yang mempunyai naluri keadilan yakni “Hakim” yang memutus 
segala perkara yang ada. Implikasi penelitian yakni: diharapkan agar penanaman 
nilai-nilai sosial dan norma-norma dalam masyarakat lebih di sosialisasikan sejak dini 
pada generasi muda sehingga pada saat mencapai usia yang dianggap memiliki 
kecakapan hukum mereka tidak terjebak didalam tingkah laku yang menjerumuskan 
mereka ke dalam tindak pidana/kejahatan, diharapkan juga agar Majelis Hakim dalam 
memutusan perkara harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, unsur-
unsur delik, dan pertimbangan berat ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan 
terdakwa maupun kerugian korban. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya 
gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan 
ketenteraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu 
menghantui. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 
tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : 
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,pikiran 
dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hakuntuk diakui 
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hakuntuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”1 
Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk 
ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar 
anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat 
menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri 
maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. 
Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, 
mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang 
dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kasus kriminal ini 
                                                          
1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia. 
1 
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sering terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, 
penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, 
pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau 
street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. 
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup 
berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan 
antarsesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya 
yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri.2 
Dalam kehidupan sehari – hari manusia sering dihadapkan pada suatu 
kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri sendiri. Bahkan ,kadang – 
kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk 
mempertahankan status diri.  
Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia kadang melakukan hal-
hal yang menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut perbuatan tercela atau 
tidak baik, dengan kata lain perbuatan tersebut melanggar perundang undangan. 
Sesuai penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum. 
Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua 
bentuk keputusan, tindakan alat-alat  perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah 
laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki 
landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara 
hukum.  
                                                          
2R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
 2013, h.1 
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Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak 
melindungi, mengatur , dan memberikan keseimbangan  dalam menjaga 
kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, 
melalaikan atau menganggu keseimbangan kepentingan umum dapat 
menimbulkan reaksi dalam masyarakat.3 
Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat 
dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar 
pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara 
terkait dengan perbuatan kejahatan yang ditengah masyarakat dipandang sebagai 
perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga 
diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.  
Penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum merupakan sanksi yang paling 
keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti 
pengekangan kebebasan dalam penjara,perampasan barang tertentu sampai 
bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati.4 
Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang 
perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan 
Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu 
pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dipihak lain. Dengan 
                                                          
3R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, h.3 
4Erdianto Effendi,  Hukum Pidana Indonesia -Suatu Pengantar, Bandung, P.T.Refika   
 Aditama, 2011, h.2 
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demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga 
negara, masyarakat harta benda milik individu.5 
Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah  tindak 
pidana  pengancaman, dimana dalam KUHP diatur di Bab XXIII. 
 Berdasarkan pasal 369 dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana 
melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran nama baik 
dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman membuka rahasia,memaksa seorang 
supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang itu atau orang lain. atau supaya membuat utang atau menghapuskan 
piutang. 
Selain itu pada Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan 
Orang, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan,tidak 
melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan 
ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak 
menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan  
(meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur 
adanya paksaan terpenuhi. 
Lebih jauh lagi, jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku 
pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) 
Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE). 
                                                          
5Erdianto Effendi,  Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, h.3 
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Pasal 29 UU ITE “ Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan 
atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi.” 
Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap orang yang memenuhi unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah).6 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan  Pengancaman ( Studi 
Kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Tka ) 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada wilayah 
Pengadilan Negeri Takalar. Judul skripsi ini mengembangkan bagaimana 
penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman. 
 
 
2. Deskripsi fokus  
                                                          
6 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE). 
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1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, 
dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan 
yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana 
dan tersusun sebelumnya.7  
2. Hukum Pidana  menurut Pompe adalah keseluruhan aturan ketentuan 
hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturan 
pidananya. (Bambang Poernomo, 1993:9)8 
3. Tindak Pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari 
“strafbaarfeit”, di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, tidak 
terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. 
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 
bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik 
tercantum sebagai berikut:  
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”9 
4. Pemerasan adalah perihal, cara, perbuatan memeras10 
5. Ancam,ancaman; pengancaman, bedreiging adalah tekanan yang ditujukan 
terhadap kejiwaan psikis orang misalnya, perbuatan mengancam akan 
membunuh.11 
                                                          
7 “Penerapan”, Media Belajar, http://internetsebagaisumberbelajar  .blogspot. co. id /2010 
/07 /pengertian-penerapan.html, (17 Februari 2017). 
8Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada,2014, h.4 
9Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,h. 47 
10 https://kbbi.web.id/peras 
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6. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntuk apabila ada pengaduan. 
Delik aduan ini terdiri atas delik aduan mutlak dan delik aduan relatif12. 
C. Rumusan Masalah  
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
Pemerasan  dan  Pengancaman (Studi Kasus  Putusan  Nomor 
39/Pid.B/2017/PN Tka ) ? 
2. .Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman ? 
D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan 
Pengancaman (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.b/PN.Tka”. Dari hasil 
penelusuran yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa buku, penelusuran 
internet, dan menurut peraturan Perundang-Undangan yang membahas tentang 
Pemerasan dan Pengancaman. Adapun penelusuran-penelusuran tersebut, yaitu: 
1. Andi Hamzah, dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” dalam 
karkayanya ini menjelaskan pemerasan, afpersing; extortion, blackmail 
(KUHP,368) perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri, atau 
orang lain secara melawan hukum, dengan cara menggunakan kekerasan 
dan/atau ancaman,untuk memberikan barang yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaannya, memberi atau menghapus piutang.13 
                                                                                                                                                               
11Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h.10 
12 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Depok, PT.Raja Grafindo Persada, 2017, h.149 
13 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, h.117 
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2. Andi Hamzah, dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” dalam 
karkayanya ini menjelaskan Ancam,ancaman; pengancaman, bedreiging 
adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang misalnya, 
perbuatan mengancam akan membunuh.14 
3. Pemerasan dan pengancaman adalah delik aduan, Van Hamel (1927 : 570, 
571) dalam buku “Hukum Pidana 1” karya H.A Zainal Abidin berpendapat 
bahwa pada umumnya yang berhak mengadukan suatu delik adauan 
kepada penyidik adalah orang yang menurut sifat kejahatannya secara 
langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan oleh kejahatan 
tersebut.15 
4. R.Soesilo dalam buku “Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar” 
karya Erdianto Effendi, dalam komentarnya atas pasal tentang delik aduan, 
menyatakan bahwa wewenang polisi untuk melakukan penyelidikan atau 
penyidikan atas suatu perkara yang tergolong tidak terhapus dengan 
dengan adanya ketetntuan delik aduan. Polisi dapat saja tetap melakukan 
penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu peristiwa yang disebut delik 
aduan.16 
E. Metodologi Penelitian  
1. Jenis dan Lokasi Penelitian  
a. Jenis Penelitian  
                                                          
14Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, h.10 
15H.A Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.419 
16 Erdianto Effendi,  Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, h.200 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. 
Selain itu juga menggunakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 
secara sistematis, factual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok 
permasalahan.17 
b.  Lokasi Penelitian  
Penelitian   ini   dilakukan  di Kabupaten  Takalar. Khususnya  pada  
wilayah hukum Pengadilan  Negeri  Takalar  dengan  masalah  pemerasan dan 
pengancaman.  
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan  yuridis  normatif (hukum positif) yaitu suatu pendekatan 
dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-
putusan  pengadilan  serta  norma-norma  Hukum  yang  ada dalam  masyarakat.18 
3. Sumber Data  
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai  
berikut :  
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
yaitu di Pengadilan Negeri Takalar. Sumber data primer ini adalah soft 
file putusan.  
                                                          
17 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Kualitatif  Skripsi dan Tesis, (Cet. I; Yogyakarta: 
Suka Media, 2015), h. 15 
18 H.Zainuddin, Metode Penelitian Hukum  Cet. IV,  Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 105. 
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan 
Perundangundangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli 
terkait dengan masalah yang dibahas. Metode ini menggunakan dua 
kutipan yaitu sebagai berikut:    
1) Kutipan langsung  
Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa 
mengalami perubahan sedikitpun.  
2) Kutipan tidak langsung  
Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan 
kalimat peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak berubah.19 
4. Metode Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu:  
 
a. Teknik Penelitian Lapangan  
1)  Observasi   
                                                          
19Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta,  PT Raja 
Grafindo Persada, 2003, h. 188. 
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Yaitu melakukan pencatatan data-data tentang tindak pidana pemerasan 
dan pengancaman dan upaya penanganan yang dilakukan di Pengadilan Negeri 
Takalar.  
2)  Dokumentasi  
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan 
harian, dan laporan.20 
3)  Studi Kepustakaan  
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara 
mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan 
yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan 
menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari liberatur-
liberatur mengenai hukum, Undang-Undang, internet, serta semua bahan yang 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.  
4. Instrumen Penelitian  
Istrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan yang disesuaikan dengan 
jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.21 
                                                          
20Juliansyah  Noor, Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertai,& Karya Ilmiah), h. 
141. 
21Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertai, dan Lapangan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), 
h.17. 
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Adapun instrumen atau alat penelitian yang digunakan adalah adanya peneliti 
sendiri, yakni sebuah flashdisk untuk mengambil softcopy putusan. Instrument 
penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.  
5  Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian  data dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif yaitu dengan cara menjelaskan dan 
mengambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.  
F. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya adalah sebagai 
berikut:  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materii terhadap tindak 
pidana pemerasan dan pengancaman.  
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman.  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
 
1. Manfaat teoretis  
Penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam 
menyelesaikan tugasnya.  
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2. Manfaat Praktis  
a.  Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang peranan 
Pengadilan Negeri Takalar dalam mengungkap dan menjatuhkan 
hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pegancaman.  
b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam 
menangani kasus pelaku penggelapan uang. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. TINDAK PIDANA 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan 
yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan 
dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus 
hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:  
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”22 
Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum  untuk istilah 
strafbaar feit dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan 
resmi strafbaar feit. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam Bahasa 
Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana ,delik, 
peristiwa pidana , perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit 
, dan sebagainya. 
Penulis akan memaparkan beberapa pengertian strafbaar feit menurut 
beberapa ahli, antara lain : 
Menurut Pompe “strafbaar feit” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun  dengan tidak disengaja telah  dilakukan oleh seorang pelaku, di 
                                                          
22Sudarsono, Kamus Hukum,(Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta), 2007, h..92 
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mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu  demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
Van Hamel merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai “ suatu serangan atau 
suatu ancaman terhadap hak – hak orang lain”. 
Menurut Simons, “strafbaar feit” itu sebagai suatu “ tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – 
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.  
Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa bahwa tindak pidana adalah 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat 
sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita – citakan oleh masyarakat.23 
Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni 
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku 
II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.  
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, 
bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar 
dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang 
masing-masing pakar.  
 
 
                                                          
23Erdianto Effendi,  Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, h.98 
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2.  Unsur – Unsur Tindak Pidana 
1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis  
Menurut  Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang ( oleh aturan hukum ); 
c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan ). 
Dari rumusan, R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur – unsur yakni: 
a. Perbuatan / rangkaian perbuatan ( manusia ) ; 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undanagan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Menurut bunyi batasan yang dibuat  Vos, dapat ditarik unsur – unsur tindak 
pidana adalah: 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang – undangan. 
2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU 
a. Unsur Tingkah Laku 
 Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau 
positif (bandelen), juga dapat disebut perbuatan materil (materieelfeit ). 
 Dalam hal pembentuk Undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, 
yaitu dalam bentuk yang abstrak, dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit. 
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Dimaksudkan tingkah laku abstrak ialah didalam tingkah laku abstrak dapat terdiri 
wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tak terbatas banyaknya. 
Contohnya perbuatan: menghilangkan nyawa (338), abstrak, terdiri banyak 
wujud-wujud kongkrit dalam pelaksanaannya, misalnya mengcekik,menembak, 
meracun, dan tidak terbatas banyaknya. 
 Banyak tindak pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih 
kongkrit, misalnya mengambil (362, pencurian), memberi keterangan (242), 
mengedarkan (247) dan lain lain.24 
b. Unsur Sifat Melawan Hukum 
Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:   
“menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya 
dapat dipandang sebagai bersifat Wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut 
memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut 
undang-undang. Adapun menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti meteriil, 
apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Wederrechtelijk atau tidak, 
masalahnya buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan 
harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”25 
   Melawan hukum  merupakan  suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari 
suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-
                                                          
24Adami Chazawi,Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 
,h.84 
25Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar  
Grafika, 2005, h.44 
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undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk ) dan dapat bersumber 
pada masyarakat (melawan hukum materil/materiel wederrechtelijk). 
Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan 
hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (wederrechtelijk) dengan 
memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat 
terlarang itu disebabkan atau bersumber pada umumnya dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Berdasarkan redaksi rumusannya, sifat melawan hukumnya, sifat melawan 
hukumnya (wederrehtelijkheid) perbuatan, dapat terletak pada perbuatannya itu 
sendiri (missal Pasal: 167(1), 179, 180, 254(2), 255(2), 333(1), 334(1), 335(1), 
448) dan dapat terletak pada maksud dari melakukan perbuatan (misalnya Pasal: 
362, 368(1), 369(1), 378, 390). 
c. Unsur Kesalahan 
 Kesalahan (schuld) merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak 
pidana,maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi 
yuridis. Ditinjau dari psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin 
pelaku,yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia 
dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.26 
Seperti halnya unsur melawan hukum, unsur kesalahan ini ada di sebagian 
rumusan tindak pidana, yakni kejahatan tertentu dengan dicamtumkan secara 
tegas, (misalnya Pasal: 104, 179, 204, 205, 362, 368, 372, 378, 406, 480), dan di 
                                                          
26Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h.77 
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sebagian yang lain tidak dicantumkan (misalnya Pasal: 162,167, 170, 211, 212, 
289, 294, 422).27 
1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana  
 Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut  teorekenbaarheid . 
Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yaitu sebagai berikut:  
a) Mampu Bertanggungjawab 
 UU No.14 Tahun 1970  yang menyatakan  bahwa: “ Tiada seorang juapun 
dapat dipidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah 
menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa yang dianggap dapat 
bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.’’28   
 Selain itu, dalam Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:  
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 
penyakit, tidak dipidana.”  
 Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab  sebagaimana yang 
dirumuskan dalam pasal 44 (1),yakni (1) karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadan 
jiwa demikian, bila melakukan  tindak pidana tidak boleh dipidana.29 
 
 
                                                          
27 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, h.91 
28Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, h.119 
29Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas  
 Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1, 2005 ,h.147 
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b) Kesalahan  
 Kesalahan  dalam arti luas,meliputi: 
1. Sengaja, atau Kelalaian (culpa) 
2. Dapat dipertanggungjawabkan. 
 Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika 
kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas 
kedalam pengertian delik ( strafbaar feit ) sebagai unsur subyektif delik ( 
strafbaar feit ).30 
 Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan 
atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:  
1) Kesengajaan (Opzet) 
 Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 
1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-
undang.”31 
 Kesengajaan atau kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab tersebut 
dibagi menjadi; (1) kesengajaan sebagai maksud; (2) kesengajaan sebagai tujuan; 
(3) kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. 
1. Kesengajaan sebagai maksud, perbuatan yang dilakukan seseorang bertujuan  
menimbulkan akibat yang dilarang. Menurut bentuk kesengajaan ini, akan 
membawa konsekuensi bahwa apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang 
                                                          
30Andi Hamzah, Asas-Asa Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.111 
31Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan pertama, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2005, h.13 
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pada akhirnya akibat dari perbuatannya itu menimbulkan akibat yang dilarang 
maka seseorang itu dapat dipidana. 
2. Kesengajaan sebagai tujuan, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan, 
akibat yang bersifat melanggar hukum itu memang sudah menjadi tujuan dari si 
pembuat. 
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, dalam hal ini pembuat menyadari 
betul kemungkinan-kemungkinan akibat dari perbuatan yang dibuatnya.32 
4. Kealpaan (Culpa) 
Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk  menunjuk pada kata 
kealpaan,seperti recklessness, negligence, sembrono dan teledor. Simons 
mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. 
Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin 
juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu 
mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. 33 
d. Unsur Akibat Konstitutif  
 Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada : (1) tindak pidana materiil 
(materiel delicten) atau tindak pidana dimana  akibat menjadi syarat tindak 
pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat; 
dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.  
                                                          
32Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Percetakan Karya Unipress, 2003, h.109 
33Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h.177 
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Sejalan dengan bentuk – bentuk tindak pidana materiil, jika dilihat dari cara 
perumusannya, maka akibat konstitutif ini ada dua, yaitu sebagai berikut. 
1. Akibat konstitutif yang disebutkan secara tegas dlam rumusan tindak 
pidana, misalnya : 285, 289, 368, 369, 378. Pada penipuan (378), pemerasan 
(368), pengancaman (369), akibat konstitutif disebutkan dalam rumusan, yakni 
orang menyerahkan benda, orang membuat utang dan menghapuskan piutang. 
2. Akibat konstitutif yang tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan 
tindak pidana, tetapi unsur akibat konstitutif itu sudah dengan sendirinya 
ada/terdapat dan melekat pada unsur tingkah lakunya, misalnya pada 
pembunuhan (338). 
e. Unsur Keadaan yang Menyertai  
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua 
keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.  
1. Unsur Keadaan yang Menyertai  Mengenai Cara Melakukan Perbuatan 
Misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan menurut pasal 285, 
289,368 merupakan wujud konkret dari perbuatan memaksa (dwingen), 
atau dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggunakan nama 
palsu atau kedudukan palsu dapat disebut sebagai wujud dari perbuatan 
menggerakkan (bewegen) pada penipuan (378). 
2. Unsur  Cara untuk Dapat Dilakukannya perbuatan 
Misalnya  pada pasal 363 sub (1), cara-cara merusak, memotong, 
memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 
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palsu, adalah cara-cara yang harus dilakukan sebelum seseorang itu dapat 
melakukan perbuatan mengambil (unsur tingkah laku pencurian) objek 
benda yang dicuri. 
3. Unsur keadaan Menyertai Mengenai Objek Tindak Pidana  
Keadaan yang  menyertai mengenai objek tindak pidana adalah 
semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak 
pidana,misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang 
menjadi objek pencurian (362), penggelapan (372), perusakan (406), atau 
ternak (363 aayat 1 ke-1), belum waktunya kawin (288), seorang yang 
belum dewasa yang baik tingkah lakunya (293). 
4. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Subjek Tindak Pidana 
Unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri subjek tindak 
pidana, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Bersifat objektif 
adalah segala keadaan diluar kedaan batin pelakunya, misalnya seorang 
ibu (342), seorang pejabat (414,415), seorang nahkoda (449), seorang 
warga RI (451), dua atau lebih dengan bersekutu (363 ayat 1 ke-4). 
Sementara itu, yang bersifat subjektif adalah keadaan mengenain batin 
subjek hukum, misalnya dengan rencana lebih dahulu (340,353). 
5. Keadaan Menyertai Mengenai Tempat Dilakukannya Tindak Pidana  
Unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana,misalnya sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang 
ada tempat kediaman (363 ayat 1 ke-3). 
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6. Keadaan yang Menyertai mengenai Waktu dilakukannya Tindak Pidana 
Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang dapat 
berupa syarat pemberat pidana mupun yang menjadi unsur pidana.berupa 
syarat diperberatnya pidana,misalnya waktu malam (363 ayat 1 ke-3), 
kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut,gunung meletus, kapal 
karam dan seterusnya.34 
f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana 
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Syarat pengaduan ini 
disebutkan secara tegas,dalam rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan,misalnya perzinaan (284 ayat 2), pada penghinaan (310-318 jo 319), 
pada pencurian dalam kalangan keluarga (362-365 jo 367),tetapi ada yang sekedar 
menunjuk pada ketentuan syarat pengaduan pada pasal yang lain, misalnya pada 
penggelapan (376 menunjuk 367),atau pengancaman (370 menunjuk 367). 
g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana  
Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur 
pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut terjadi 
tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayaan berat (354), kehatan ini 
dapat terjadi (ayat 1) walaupun akibat luka berat tidak terjadi (ayat 2). Luka berat 
hanya sekedar syarat saja untuk dapat diperberatnya pidana. 
                                                          
34Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas  
Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1 ,h.103- 108 
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h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan – 
keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan,yang menentukan 
untuk dapat dipidananya perbuatan. 
i. Unsur Objek Hukum Pidana 
Unsur obek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur 
perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan. 
Menghilangkan merupakan unsur perbuatan dan nyawa orang lain adalah unsur 
objek tindak pidana. Akan tetapi adakalanya unsur objek tindak pidana tidak 
diletakkan persis sesudah unsur perbuatan,artinya tidak menyatu. Misalnya pada 
kejahatan penipuan (378), pemerasan (368), pengancaman (369). 
j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Pidana 
Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak 
pidana yang bersifat objektif. Misalnya, kualitas pegawai negeri pada semua 
kejahatan jabatan (Bab XXVIII); orang yang karena terpaksa diberi barang untuk 
disimpan, wali, pengampu, wasi, pengurus (375); pemegang konosemen (383 
bis); orang dewasa (292); seorang dokter (267), seorang ibu (308,341,342),dan 
masih banyak lagi. 
k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana 
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Unsur ini bukan unsur pokok yang membentuk tindak pidana, unsur ini 
diletakkan pada rumusan tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah 
dirumuskan. 
Bersifat objektif, mialnya terletak pada nilai atau harga objek secara 
ekonomis pada pencurian ringan (373), penipuan ringan (379) atau perusakan 
benda ringan (407), apabila nilai ekonomis objek kejahatan adalah kurang dari Rp 
250,- dan objek tersebut bukan berupa ternak. 
Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap 
batin si pembuatnya, misalnya ” karena kealpaannya” yang terdapat dalam 
rumusan pasal 409 sebagai unsur yang meringankan dari kejahatan pasal 408.35  
3. Jenis - Jenis Pidana 
Adapun jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 2 (dua) 
jenis,yaitu: 
a. Hukuman-Hukuman Pokok 
1. hukuman mati, 
2. hukuman penjara 
3. hukuman kurungan 
4. hukuman denda 
b. Hukuman-Hukuman Tambahan 
1. pencabutan beberapa hak tertentu, 
                                                          
35Chazawi Adami, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas  
Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1 ,h.108- 115 
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2. perampasan barang tertentu, 
3. pengumuman keputusan hakim.36 
Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti 
dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan hukuman tambahan, 
yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak 
mandiri).37 
4. Alasan-Alasan yang Menghapuskan Pidana  
Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan 
pidana ini dibedakan menjadi:  
1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan 
hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu 
menjadi perbuatan yang patut dan benar. 
2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. 
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan 
hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana,tetapi tidak dipidana, 
karena tidak ada kesalahan. 
3. Alasan penghapus oenuntutan; disini soalnya bukan ada alasan 
pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat 
perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi 
pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau 
                                                          
36 KUHP 
37 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h.138 
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kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan 
penuntutan.38 
 
B. Tindak Pidana Pengancaman 
 Tindak pidana pengancaman  diatur dalam Pasal 369 adapun unsur- 
unsurnya antara lain: 
Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman: 
- menista; 
- menista dengan surat; atau 
- membuka rahasia. 
Agar orang itu : 
- memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain; 
- menghapuskan utang; 
- membuat utang; 
  Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini 
hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang 
memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa 
dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu  barang dengan 
kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai 
memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista,  menista 
                                                          
38 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, h.148 
29 
 
 
dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan 
kekerasan atau ancama kekerasan. 
 Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini 
merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan 
oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang 
pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. 
Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak 
tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.39 
Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk 
melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai 
kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP 
tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan 
ini, ancaman kekerasan  (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan 
pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di 
BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. 
Unsur-unsur pasal 335 
1. secara melawan hukum;  
2. memaksa orang melakukan atau tidak melakukan; 
3. memakai kekerasan; 
4. terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.40 
                                                          
39Gunadi Ismu, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, h.138 
40Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), h.133 
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Dalam prakteknya, penerapan pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung 
R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai 
unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak 
menyenangkan. Unsur paksaan menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam 
bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis. 
C. Tindak Pidana  Pengancaman Menurut Hukum Islam 
 Tindak pidana dalam hukum Islam diartikan sebagai perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau 
ta’zir.41  
Ada kata syara’ pada pengertian tersebut  dimaksudkan bahwa suatu perbuatan 
baru dianggap pidana apabila dilarang oleh syara’. 
 Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara 
perseorangan dan adakalanya dilakukan perkelompok. Turut serta melakukan 
jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, 
menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan 
berbagai bentuk. Dari defenisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku 
jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan,sama-sama melakukan 
perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu  jarimah.42 
Q.S Al_ Maidah 5: 33 
 
                                                          
41 Djazuli, Fiqh Jinayah,(Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.1 
42Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam,(Bandung, CV.Pustaka Setia, 2000), h.11 
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 ﱠOَQُS َْنأ اًدZ[ََ\ ِضْرَ ْ` ا aِ\ َنbْcَ[َْSَو ُeَfbgَُرَو َ ﱠﷲ َنbُiِرZjَُS kَSlِﱠfا ُءاnَoَ Zpَﱠqِإ َْوأ اbُs
 َtُS ِu vُْwَf xَِf َٰذ ۚ ِضَْر ْ` ا kَ|ِ اbَْ}~ُْS َْوأ ٍفَuِ kْ|ِ vُْwُsoَُْرأَو vْwِSِSَْأ َﱠَQُ َْوأ اbُﱠs ٌيnْ
 ٌvِَ ٌباlََ ِةَuِْا aِ\ vُْwَfَو ۖ Zَqْ ﱡfا aِ\ 
Terjemah : 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau 
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya)…’’ 
Dengan demikian, ayat tersebut mengandung arti bahwa hakim diberi 
kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandangnya paling tepat sesuai 
dengan jenis jarimah hirabah yang dilakukan oleh pelaku. Zahiriyah dalam 
menerapkan ayat tersebut menganut khiyar mutlak sehingga hakim diberi 
kebebasan penuh untuk memilih hukuma- hukuman tersebut, guna ditetapkan 
pada jenis perbuatan pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh 
pelaku.43 
Hukuman bagi yang menakut-nakuti (mengancam) adalah pengasingan 
(an-nafyu). Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. 
Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 33: 
 ِضَْر ْ` ا kَ|ِ اbَْ}~ُْS ْو 
:nahamejreT  
……atau diasingkan dari tempat kediamannya….. (QS.Al-Maaidah 5:33) 
 
 
                                                          
43Mushlich Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h.101 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Takalar. Khususnya pada 
wilayah Pengadilan Negeri Takalar, yang  menangani  perkara tindak pidana, 
yang salah satunya mengenai perkara tindak pidana pemerasan dan  
pengancaman. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu:.  
1. Data primer yaitu softcopy putusan kasus yang diteliti penulis/penyusun. 
2. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa 
buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet lain-
lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteleti.  
C. Tekhnik Pengumpulan Data   
Tehknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan 
dengan dua cara yakni:  
1. Penilaian kepustakaan (library reseach) penelitian dilaksanakan dengan 
mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, 
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peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan litelatur-litelatur lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
2. Penelitian lapangan (field reseach). Penelitian yang dilaksanakan dengan terjun 
langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode 
ini menempuh  cara yaitu:  
a) Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan 
oleh pihak terkait.  
D. Analisa Data   
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian  data dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif yaitu dengan cara menjelaskan dan 
mengambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.  
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BAB IV 
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN 
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Lokasi Kota Takalar   
1.1 Letak Wilayah 
Kondisi Wilayah Kabupaten Takalar secara geografis terletak antara 5,3 – 
5,38 Lintang Selatan dan 119,02 – 119,39 Bujur Timur mempunyai batas-batas 
wilayah, sebagai berikut : 
Sebelah utara: Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa 
Sebelah timur: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa 
Sebelah selatan: Laut Flores 
Sebelah barat: Selat Makassar 
Ibukota Kabupaten Takalar adalah Pattallassang, terletak 29 km arah selatan 
dari kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten 
Takalar adalah 566,51 km2, dimana 240,88 km2 diantaranya merupakan wilayah 
pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km.  
Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 7 
kecamatan, 55 desa, dan 18 kelurahan. Dari 7 kecamatan tersebut, 4 kecamatan 
merupakan daerah pesisir, yaitu Mangarabombang dengan luas 100,50 km2 terdiri 
dari 12 desa, Mappakasunggu dengan luas 74,63 km2 terdiri dari 8 desa, Galesong 
34 
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Selatan luas 44,00 km2 dan 14 desa, Galesong Utara luas 21,75 km2 terdiri dari 9 
desa. Tiga kecamatan lainnya adalah Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan 
luas 88,07 km2 terdiri dari 8 desa / kelurahan, Kecamatan Polongbangkeng Utara 
dengan luas 212,25 km2 terdiri dari 14 desa / kelurahan, dan Kecamatan 
Pattallassang dengan luas 25,31 km2 terdiri dari 8 Desa / Kelurahan. 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 
 Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, dataran dan 
perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan 
kemiringan antara 0 – 3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0 – 25 
m, dengan bantuan penyusun geomorfologi dataran di dominasi endapan alluvial, 
endapan rawa pantai, batu gamping terumbu dan tufa serta beberapa tempat 
bantuan lelehan basal. Secara hidrologis Takalar beriklim tropis dengan dua 
musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi 
antara bulan Nopember hingga bulan Mei. Rata-rata curah hujan bulanan pada 
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musim hujan berkisar antara 11,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah hujan 
tertinggi rata-rata harian adalah 27,9oC (Oktober) dan terendah 26,5oC (Januari – 
Februari). Temperatur udara terendah rata-rata 22,2 hingga 20,4oC pada bulan 
Februari – Agustus dan tertinggi 30,5 – 33,9oC pada bulan September – Januari. 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 
1.2  Penduduk 
Dalam analisis sosial ekonomi penduduk, masalah kependudukan yang 
mencakup mengenai jumlah, umur, dan jenis kelamin menjadi dasar pijakan. 
Jumlah penduduk akan menggambarkan permasalahan yang mungkin ada, 
sementara itu jumlah dan jenis kelamin berkaitan dengan berbagai karakteristik 
penduduk. Penduduk Kabupaten Takalar selama lima tahun terakhir tumbuh rata-
rata 0,57 persen pertahun, yaitu dari 235.188 jiwa pada Tahun 1999 menjadi 
240.578 jiwa pada Tahun 2003 (Susenas 1999, 2003). Penduduk daerah ini 
tersebar di tujuh kecamatan, pada Tahun 2003 dengan jumlah penduduk 240.578 
jiwa sekitar 14,06 persen di Kecamatan Mangarabombang, 10,77 persen di 
Mappakasunggu, 10,03 persen di Polongbangkeng Selatan, 12,42 persen di 
Pattallassang, 17,04 persen di Polongbangkeng Utara, 18,68 persen di Galesong 
Selatan, dan 16,99 persen di Galesong Utara. 
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Takalar dengan 
luas wilayah yang tetap maka tingkat kepadatan penduduk juga semakin 
bertambah. Pada Tahun 2003 rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar 
sekitar 425 orang per km2. Jika diperhatikan menurut Kecamatan, terlihat bahwa 
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Kecamatan Galesong Selatan yang paling banyak dan paling padat penduduknya 
dengan rata-rata kepadatan sekitar 2.066 orang per km2, sedangkan yang paling 
sedikit penduduknya Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan kepada dengan 
kepadatan 274 orang per km2, dan yang paling jarang penduduknya adalah 
Kecamatan Pattallassang sebagai ibukota Kabupaten Takalar dengan kepadatan 
141 orang per km2. Rendahnya kepadatan penduduk di ibukota kabupaten ini 
merupakan indikator bahwa penduduk yang tinggal di kecamatan ini 
terkonsentrasi hanya di wilayah kota saja. Kabupaten Takalar dengan jumlah 
penduduk 240.578 jiwa mempuyai jumlah penduduk miskin sejumlah 50.912 
jiwa, atau 21,16% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin tersebut 
terbagi dalam 15.228 KK. Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan 
kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk termiskin (16.625 jiwa) diikuti 
oleh Mangarabombang (13.525 jiwa), Galesong Utara (7.952 jiwa), 
Polongbangkeng Selatan (6.770 jiwa), Pattallasang (6.636 jiwa), dan terkecil pada 
Mappakasunggu (4.148 jiwa). 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 
b. Pengadilan Negeri Takalar dan Sejarah Berdirinya 
Pengadilan  Negeri Takalar terletak di Jalan. Jenderal Sudirman No. 11. 
Kab. Takalar  Prov. Sulawesi Selatan. 
2.1 Sejarah Berdirinya  
 Pengadilan Negeri Takalar sendiri berdiri pada tahun 1967 dimana pada 
saat itu pelayanan bagi pencari keadilan di Kabupaten Takalar masih satu 
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bangunan dengan Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 1965 Pengadilan 
Negeri Takalar bergabung di bangunan kantor Bupati Kabupaten Takalar 
selanjutnya pada tahun 1968 berdiri bangunan kantor Pengadilan Negeri Takalar 
di Jalan Fitrah Takalar yang baru diresmikan pada tahun 1969 dan terakhir pada 
tahun 1982 dibangun kantor Pengadilan Negeri Takalar di Jalan Jenderal 
Sudirman sampai sekarang; 
Sejak berdirinya tahun 1967, Pengadilan Negeri Takalar telah 17 (tujuh 
belas) kali berganti pucuk kepemimpinan sebagai berikut: 
ABD. MULUK DS, SH. (1968 – 1978); 
SOPANUDDIN, SH. (1978 – 1982); 
ABBAS SOMANTRI (1982 – 1986); 
SOEWARDI, SH. (1986 – 1990); 
SOHARTONO, SH. (1990 - 1993); 
FHAKIH SUAH, SH. (1993 - 1996); 
H. MUHAMMAD RAMLI, SH (1996 - 1998); 
H. A. SURYADARMA BELO, SH. (1998-1999); 
Hj. NAPI NAPISAH, SH. (1999 - 2003); 
AHMAD SEMMA, SH. (2003 - 2006); 
H. RIDWAN TORO, SH. MH. (2006 - 2008); 
SUPRIYONO, SH. MH. (2008 - 2010); 
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LENNY WATI MULASHIMADI, SH. (2010 - 2011); 
H. AKHMAD SUHEL, SH. (2011 – 2013); 
RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M. Hum (2013-2015); 
GEDE SUNARJANA, SH. MH (2015-2017); 
NOOR ISWANDI, SH (2017-Sekarang); 
Pergantian kepemimpinan mana membawa perubahan sedikit demi sedikit, 
baik dari segi mananjemen (all of management) maupun kebijakan institusi 
(Policy of Institution) yang sejalan dengan rencana pembaharuan Mahkamah 
Agung RI. 
2.2 Visi dan Misi Pengdilan Negeri Takalar 
VISI 
Terwujudnya Badan Peradilan pada Pengadilan Negeri Takalar yang Agung 
MISI 
Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Takalar. 
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan. 
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Takalar. 
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Takalar. 
2.3  Wilayah Yurisdiksi 
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Pengadilan Negeri Takalar masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Makasar, dan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Takalar dengan luas 
wilayah kurang lebih : 486,25 Km² atau 48,642,48 Ha, yang terbagi dalam 9 
Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan sebanya : 91 desa/kelurahan yang 
terbagi dari : 
I.   Kecamatan Pattallasang terdiri dari : 
Kelurahan Pattallasang 
Kelurahan Kalabirang 
Kelurahan Sombalabella 
Kelurahan Pallantikang 
Kelurahan Bajeng 
Kelurahan Maradekaya 
Kelurahan Sabintang 
Kelurahan Pappa 
Kelurahan Salaka 
II.   Kecamatan Polombangkeng Selatan terdiri dari : 
Kelurahan Canrego 
Kelurahan Pa’bundukang 
Kelurahan Pattene 
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Kelurahan Bontokadatto 
Kelurahan Bulukunyi 
Desa Cakura 
Desa Moncongkomba 
Desa Lantang 
Kelurahan Rajaya 
Desa Su’rulangi 
III. Kecamatan Polmbangkeng Utara terdiri dari : 
Kelurahan Manongkoki 
Kelurahan Panranuangku 
Kelurahan Malewang 
Kelurahan Palleko 
Kelurahan Mattompodalle 
Kelurahan Parangluara 
Desa Lassang 
Desa Ko’mara 
Desa Pa’rappuanganta 
Desa Massamaturu 
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Desa Timbuseng 
Desa Towata 
Desa Kampungberu 
Desa Barugaya 
Desa Parangbaddo 
Desa Lassang Barat 
Desa Kale Ko’mara 
Desa Balang Tanaya 
IV. Kecamatan Mappakasunggu terdiri dari : 
Kelurahan Takalar 
Kelurahan Patani 
Kelurahan Maccinibaji 
Kelurahan Mattirobaji 
Desa Soreang 
Desa Pa’batangan 
Desa Tompotana 
Desa Rewataya 
Desa Balangdatu 
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V. Kecamatan Sanrobone terdiri dari : 
Desa. Sanrobone 
Desa Laguruda 
Desa Banyuanyara 
Desa Pa’dinging 
Desa Ujung Baji 
Desa Tonasa 
VI. Kecamatan Mangarabombang terdiri dari : 
Kelurahan Mangadu 
Desa Lengkese 
Desa Bontomanai 
Desa Cikoang 
Desa Lakatong 
Desa Topejawa 
Desa Panyangkalang 
Desa Bontoparang 
Desa Bangae 
Desa Pattopakang 
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Desa Laikang 
Desa Punaga 
VII. Kecamatan Galesong terdiri dari : 
Desa Galesong Baru 
Desa Galesong kota 
Desa Boddia 
Desa Bontoloe 
Desa Bontomangape 
Desa Parangmata 
Desa Parangbambe 
Desa Kallena Bt Ngape 
Desa Pattinoang 
Desa Pa’rasanganberu 
Desa Palalakkang 
Desa Kalukuang 
Desa Mappakalompo 
Desa Campagaya 
VIII. Kecamatan Galesong Selatan terdiri dari : 
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Desa Bentang 
Desa Bontokanang 
Desa Sawakung 
Desa Mangindara 
Desa Bontokassi 
Desa Barammamase 
Desa Bontomarannu 
Desa Popo 
Desa Tarowang 
Desa Kadatong 
Desa Kalebentang 
Desa Kalukubodo 
IX. Kecamatan Galesong Utara terdiri dari : 
Kelurahan Bontolebang 
Desa Pakkaba 
Desa Aeng Batu – Batu 
Desa Tamasaju 
Desa Tamalate 
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Desa Bontosunggu 
Desa Bontolanra 
Desa Aeng Toa 
Desa Bontokaddopepe 
Desa Sampulungan 
 B. Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Penulis akan menguraikan data mengeneni kejahatan tindak pidana 
pemerasan dan pengancaman yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Takalar yang 
diakumulasi dalam sebuah tabel sebagai berikut:  
Tabel 1 
Jumlah Tindak Pidana Pengancaman Di Kabupaten Takalar Tahun 2013 
Sampai Tahun 2017 
 
No 
 
Tahun 
 
Kasus di Pengadilan 
1 2013 1 
2 2014 1 
3 2015 6 
4 2016 1 
5 2017 2 
Jumlah 11 
Sumber : Pengadilan Negeri Takalar 
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama kurun waktu antara tahun 
2013 sampai tahun 2017 terdapat 11 kasus tindak pidana pengancaman di 
Kabupaten Takalar terdapat peningkatan yang signifikan,yakni pada tahun 2013 
ke tahun 2015 yang awalnya pada tahun 2013 dan 2014 hanya terdapat satu kasus, 
pada tahun 2015 meningkat menjadi 6 kasus, dan menurun pada tahun 2016 yaitu 
dengan 1 kasus dan pada tahun 2017 yaitu 2 kasus.  
a. Posisi Kasus  
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP)  dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana 
merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu 
hukum,sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan 
degan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat. 
Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan pada 
kasus Putusan Nomor 39/Pid.b/2017/PN.Takalar. perlu diketahui terlebih dahulu 
penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan Negeri 
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Takalar yang bersidang di Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana 
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: 
Nama lengkap                  : HENRI DG SARRO bin KANDO DG NAKKU 
Tempat lahir       : Takalar   
Umur / tanggal lahir      : 25 Tahun/ 1 Juli 1991  
Jenis kelamin        : Laki-laki  
Kebangsaan        : Indonesia;  
Tempat tinggal               : Dusun Bonto Baddo desa Lengkese kecamatan 
               Mangarabombang  Kabupaten Takalar;   
Agama         : Islam 
Pekerjaan         : Petani 
la Terdakwa HENRI Dg. SARRO Bin KANDO Dg. NAKKU pada hari Jumat 
tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 12.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Dusun Bonto Baddo Desa 
Lengkese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Takalar yang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Ini, secara 
melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau 
membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman 
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kekerasan, baik terhadap orang Itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut 
dilakukan  oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut  
 Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi MANNA Dg. 
RATU Binti RAMALAN G Dg. RAMA' bersama dengan saksi JUMARIA Dg. 
LAYU Binti MAJU Dg. RAPI mendatangi rumah KANDO Dg. NAKKU yang 
merupakan bapak kandung dari terdakwa, untuk mengklarifikasi tentang adanya 
cerita yang mengatakan kalau KANDO Dg. NAKKU menderita sakit akibat 
diguna-gunai oleh saksi MANNA Dg. RATU Binti RAMALANG Dg. RAMA' 
kepada saksi JUMAISA Dg. SUNGGU Binti BALLACO Dg. JAPA yang saat itu 
sedang berada dirumah tersebut, dan saat saksi MANNA Dg. RATU Binti 
RAMALANG Dg. RAMA' tiba di rumah tersebut, terdakwa sedang berada di 
kolong rumah karena rumah orang tua terdakwa berbentuk rumah panggung, 
kemudian saksi MANNA Dg. RATU Binti RAMALANG Dg. RAMA' 
mempertanyakan kebenaran cerita tersebut kepada saksi JUMAISA Dg. 
SUNGGU yang disaksikan pula oleh saksi JUNI Bin JIME' (ibu kandung 
terdakwa), saksi KASMAWATI Dg. SIANG (saudara kandung terdakwa) dan 
terdakwa yang saat itu juga berada di kolong rumah milik KANDO Dg. NAKKU, 
selanjutnya terjadi perbincangan, akan tetapi dikarenakan suara mereka keras, 
sehingga bapak terdakwa yakni KANDO Dg. NAKKU menegur dengan 
mengatakan "ALAMPAKO BATTU RINNI" (dalam bahasa Indonesia berarti 
pergi kamu dari sini) yang ditujukan kepada saksi MANNA Dg. RATU Binti 
RAMALANG Dg. RAMA' dan JUMARIA Dg. LAYU Binti MAJU Dg. RAPI 
yang saat itu mendatangi rumah KANDO Dg NAKKU, akan tetapi mereka tetap 
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tinggal dan tak mau pergi, melihat hal tersebut terdakwa menjadi marah dan 
emosi, terdakwa kemudian naik ke rumah dan mengambil sebilah pisau, 
selanjutnya terdakwa turun dari rumah dengan memegang sebilah pisau atau 
setidak tidaknya benda yang membuat saksi MANNA Dg RATU Binti 
RAMALANG Dg RAMA' menjadi takut dan mengacungkannya sambil 
mengatakan "AMMANTANGMAKO, PUNNA TENA NULARI 
KUBUNONUJI" (dalam bahasa Indonesia berarti tinggal saja, kalo kamu tidak 
lari saya akan bunuh), melihat terdakwa membawa pisau tersebut sambil 
mengatakan hendak membunuh saksi MANNA Dg RATU Binti RAMALANG 
Dg.RAMA dan Saksi JUMARIA Dg.LAYU Binti MAJU Dg.RAPI menjadi 
ketakutan dan langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi 
JUMARIA Dg.LAYU Binti MAJU Dg.RAPI dan karena merasa takut akan 
keselamatannya Saksi MANNA Dg.RATU Binti RAMALANG Dg.RAMA 
melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Mangarabombang.  
  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
335 ayat (1) Ke-1 KUHP. 
b. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam kasus ini, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. 
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila 
berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana 
yang didakwakan. Dalam dakwaan ini,  terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
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Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Januari 2017  
sebagai berikut:          
  la Terdakwa HENRI Dg. SARRO Bin KANDO Dg. NAKKU pada hari 
Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 12.30 wita, atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Dusun Bonto Baddo 
Desa Lengkese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Takalar yang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara 
Ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 
melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan 
memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang Itu sendiri maupun orang lain, 
Perbuatan tersebut dilakukan  oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut  
 Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi MANNA Dg. 
RATU Binti RAMALAN G Dg. RAMA' bersama dengan saksi JUMARIA Dg. 
LAYU Binti MAJU Dg. RAPI mendatangi rumah KANDO Dg. NAKKU yang 
merupakan bapak kandung dari terdakwa, untuk mengklarifikasi tentang adanya 
cerita yang mengatakan kalau KANDO Dg. NAKKU menderita sakit akibat 
diguna-gunai oleh saksi MANNA Dg. RATU Binti RAMALANG Dg. RAMA' 
kepada saksi JUMAISA Dg. SUNGGU Binti BALLACO Dg. JAPA yang saat itu 
sedang berada dirumah tersebut, dan saat saksi MANNA Dg. RATU Binti 
RAMALANG Dg. RAMA' tiba di rumah tersebut, terdakwa sedang berada di 
kolong rumah karena rumah orang tua terdakwa berbentuk rumah panggung, 
kemudian saksi MANNA Dg. RATU Binti RAMALANG Dg. RAMA' 
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mempertanyakan kebenaran cerita tersebut kepada saksi JUMAISA Dg. 
SUNGGU yang disaksikan pula oleh saksi JUNI Bin JIME' (ibu kandung 
terdakwa), saksi KASMAWATI Dg. SIANG (saudara kandung terdakwa) dan 
terdakwa yang saat itu juga berada di kolong rumah milik KANDO Dg. NAKKU, 
selanjutnya terjadi perbincangan, akan tetapi dikarenakan suara mereka keras, 
sehingga bapak terdakwa yakni KANDO Dg. NAKKU menegur dengan 
mengatakan "ALAMPAKO BATTU RINNI" (dalam bahasa Indonesia berarti 
pergi kamu dari sini) yang ditujukan kepada saksi MANNA Dg. RATU Binti 
RAMALANG Dg. RAMA' dan JUMARIA Dg. LAYU Binti MAJU Dg. RAPI 
yang saat itu mendatangi rumah KANDO Dg NAKKU, akan tetapi mereka tetap 
tinggal dan tak mau pergi, melihat hal tersebut terdakwa menjadi marah dan 
emosi, terdakwa kemudian naik ke rumah dan mengambil sebilah pisau, 
selanjutnya terdakwa turun dari rumah dengan memegang sebilah pisau atau 
setidak tidaknya benda yang membuat saksi MANNA Dg RATU Binti 
RAMALANG Dg RAMA' menjadi takut dan mengacungkannya sambil 
mengatakan "AMMANTANGMAKO, PUNNA TENA NULARI 
KUBUNONUJI" (dalam bahasa Indonesia berarti tinggal saja, kalo kamu tidak 
lari saya akan bunuh), melihat terdakwa membawa pisau tersebut sambil 
mengatakan hendak membunuh saksi MANNA Dg RATU Binti RAMALANG 
Dg.RAMA dan Saksi JUMARIA Dg.LAYU Binti MAJU Dg.RAPI menjadi 
ketakutan dan langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi 
JUMARIA Dg.LAYU Binti MAJU Dg.RAPI dan karena merasa takut akan 
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keselamatannya Saksi MANNA Dg.RATU Binti RAMALANG Dg.RAMA 
melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Mangarabombang.  
  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
335 ayat (1) Ke-1 KUHP. 
 
c. Tuntutan Penuntut Umum 
Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. 
Perkara PDM- 40/ R 4,32/Epp.2/takalar/03/2017 tertanggal 16 Mei  2017 yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 
1). Menyatakan Terdakwa HENRI DG.SARRO Bin KANDO DG.NAKKU telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
”Pengancaman”, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 
KUHP.  
2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRI DG.SARRO Bin KANDO 
DG.NAKKU dengan pidana penjara selama .5(lima) Bulan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.  
3). Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri gagang 
terbuat dari besi warna putih mengkilat (krom) dan sebagian lagi hitam berkarat 
dengan panjang 15 (lima belas) Centi meter dan pisau terbuat dari besi dengan 
panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Centi meter berwarna hitam dan pada ujungnya 
terdapat bekas patahan sehingga berbentuk tumpul. Dirampas untuk dimusnahkan.  
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 4). Menetapkan agar Terdakwa HENRI DG.SARRO Bin KANDO DG.NAKKU 
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
Pertimbangan Hakim di Pengadilan mengenai hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa  
Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim 
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri 
Terdakwa sebagai berikut: 
 Hal-hal yang memberatkan :  
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;  
Hal-hal yang meringankan : 
 - Terdakwa bersikap sopan; 
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. 
d. Pertimbangan  Hakim 
Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam 
bentuk dakwaan yang disusun secara tunggal yang dikonstruksikan dalam pasal 
335 ayat (1) ke 1 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut:   
1. Unsur “Barang Siapa”; 
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 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 
melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan 
memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain 
Ad. 1.  Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan 
hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu 
unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari 
perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak 
dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namum dalam 
kebiasaan praktik peradilan dan ataupun memorie van toelichting jelas yang 
dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;  
Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan, Penuntut Umum telah menghadap terdakwa ke persidangan, yaitu 
HENRI DG SARRO bin KANDO DG NAKKU, dimana Terdakwa tersebut 
mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan 
Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam 
dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar 
Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (error in persona); 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut 
pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi; 
Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat 
dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu 
mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;  
56 
 
 
Ad. 2. “Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, 
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau 
dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun 
orang lain”. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 
dakwaan  Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa  Terdakwa 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1  KUHP 
 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam  
dakwaan  Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal 
yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat 
bukti minimum (bewijs minimum), makaTerdakwa harus dinyatakan secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;    
Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah 
terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang 
perbuatannya, maka dengan  mempertimbangkan berdasarkan Legal Justice, 
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Moral Justice dan Sosial Justice, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya 
pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa 
keadilan; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula 
dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) 
Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa 
dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut 
dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping 
itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama 
korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka 
Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman 
sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; Mengingat, 
ketentuan dalam pasal 335 ayat(1) ke 1 KUHP serta peraturan peraturan lain yang 
berkaitan dengan perkara ini. 
e. Amar Putusan  
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan maka Majelis Hakim memutuskan: 
1. Menyatakan TERDAKWA HENRI DG SARRO bin KANDO DG NAKKU  
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana“Pengancaman ” 
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 2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA HENRI DG SARRO bin KANDO 
DG NAKKU  dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan 15(lima belas) hari;  
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari besi warna putih  
mengkilat (krom) dan sebagian lagi hitam berkarat dengan panjang 15 (lima  
belas) Centi meter dan pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10  
(sepuluh) Centi meter berwarna hitam dan pada ujungnya terdapat bekas  
patahan sehingga berbentuk tumpul.  
 Dirampas untuk dimusnahkan  
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);  
f.  Analisis Penulis    
Kasus yang penulis uraikan diatas merupakan kasus pengancaman yang 
dilakukan oleh HENRI DG SARRO bin KANDO DG NAKKU terhadap 
MANNA Dg.RATU Binti RAMALANG Dg.RAMA dan JUMARIA Dg.LAYU 
Binti MAJU Dg.RAPI. Akibat perbuatan tersebut, MANNA Dg.RATU Binti 
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RAMALANG Dg.RAMA merasa takut akan keselamatannya melaporkan 
kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Mangarabombang. 
Sesuai fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan bahwa benar terdakwa 
HENRI DG SARRO bin KANDO DG NAKKU benar telah melakukan 
pengancaman sesuai barang bukti yakni menggunakan sebuah pisau, dan terdakwa 
mengakui kesalahannya telah melakukan Pengancaman dan menurut 
pertimbangan hakim perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
pengancaman pasal 335 ayat (1). 
Pada perkara tindak pidana pengancaman ini, hakim menerapkan pidana 
materil yakni  Pasal 335 KUHP tentang Pengancaman yang berbunyi bahwa “ 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah;  
1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya 
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai 
kekerasan,suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan 
, baik terhadap orang itu sendiri sendiri maupun orang lain. 
unsur-unsur Pasal 335 ayat 1 yakni: 
1. secara melawan hukum;  
2. memaksa orang melakukan atau tidak melakukan; 
3. memakai kekerasan; 
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4. terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.44 
Dalam tindak pidana ini, Pasal 369 pengancaman tidak diterapkan karena  
unsur-unsur yang terdapat dalam tindak  pengancaman dalam pasal 368, yaitu:  
Dalam Pasal 369 adapun unsur- unsurnya antara lain: 
Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman: 
- menista; 
- menista dengan surat; atau 
- membuka rahasia. 
Agar orang itu : 
- memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain; 
- menghapuskan utang; 
- membuat utang; 
  Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini 
hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang 
memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa 
dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu  barang dengan 
kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai 
memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista,  menista 
dengan surat dan membuka rahasia.45 
                                                          
44 Hamzah Andi, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, h.133 
45Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, h.138 
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 Dalam  pasal diatas dapat kita lihat bahwa  pengancaman yang 
dimaksud lebih spesifik, sesuai dengan  unsur-unsur nya yang menyatakan bahwa 
pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan maksud menghapuskan hutang, 
memberikan piutang.  
  Tindak  pidana yang terjadi dalam kasus ini menurut peneliti tergolong 
dalam tindak pidana kejahatan biasa. Untuk mengatasi atau menanggulangi 
masalah pemerasan dan pengancaman yaitu dengan tegas memberlakukan hukum 
positif yang ada. Untuk penegakan hukum positif yang subyektif mungkin 
dibutuhkan perangkat atau penegak hukum yang mempunyai naluri keadilan 
hakiki. 
 Salah satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah “Hakim” dan 
hakim adalah sebagai satu-satunya penegak hukum yang menjaga gawang terakhir 
keadilan. Dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum yang 
berwenang untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara 
pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. 
Dalam memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan di batasi oleh Undang-
Undang. Di samping itu juga di tuntut oleh perasaan hukumnya yaitu suatu 
keyakinan pribadi diri hakim tersebut berdasarkan dan mempertimbangkan faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana 
pemerasan dan pengancaman.  
 Kewajiban hakim menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim dan hakim konstitusi 
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wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan 7 rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula 
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.Sebelum putusan dijatuhkan, maka Majelis 
Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk 
menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk 
menghapuskan pidana atas diri terdakwa. 
 Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada 
terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus tindak 
pidana pengancaman Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara selama 5 
(lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 
perintah tetap ditahan. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara 
pada kasus pengancaman ini adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 
(lima belas) hari. Putusan yang diambil oleh hakim tersebut masih di bawah 
hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 335 KUHP, tetapi berdasarkan 
pertimbangan hakim bahwa  
Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya 
persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini menurut peneliti bahwa hukuman yang 
diberikan sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 
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walaupun hukuman yang di jatuhkan hakim masih di bawah hukuman maksimal 
yang ditetapkan dalam Pasal 335 KUHP. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian maka dapat di tarik 
kesimpulan : 
1. Berdasarkan Pasal 335 KUHP penerapan pidana terhadap pelaku 
pengancaman  atas nama terdakwa HENDRI DG SARRO bin KANDO 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (bulan) tahun dan 15 (lima 
belas) hari, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, 
memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan 
barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari besi warna putih 
mengkilat (krom) dan sebagian lagi hitam berkarat dengan panjang 15 (lima 
belas) Centi meter dan pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 
10 (sepuluh) Centi meter berwarna hitam dan pada ujungnya terdapat bekas 
patahan sehingga berbentuk tumpul. 
2.  Hasil putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut di 
bawah hukuman maksimal dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana pada tindak pidana pengancaman dalam kasus ini sudah 
tepat. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus 
pengancaman berupa pidana penjara selama 4  (empat) bulan 15 (lima 
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belas) hari,  walaupun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
Hal ini berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Terdakwa mengaku 
berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan 
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya.  
 B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengharapkan hal sebagai 
berikut:  
1.  Diharapkan agar penanaman nilai-nilai sosial dan norma-norma dalam 
masyarakat lebih di sosialisasikan sejak dini pada generasi muda 
sehingga pada saat mencapai usia yang dianggap memiliki kecakapan 
hukum mereka tidak terjebak di dalam tingkah laku yang menjerumuskan 
mereka ke dalam tindak pidana/kejahatan karena minimnya didikan 
kepada generasi muda.  
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutusan perkara harus lebih 
mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, unsur-unsur delik, dan 
pertimbangan berat ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan 
terdakwa maupun kerugian korban, sehingga menimbulkan kayakinan 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya.  
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